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Permasalahan dalam penelitian ini adalah keberhasilan program pada 
tahun 2019 ini tidak semua pilar tercapai secara maksimal hanya pilar 
1 dan 2 saja yang berhasil itupun hanya disebagian kecamatan 
sehingga pilar 3,4,5 tidak maksimal maka dari itu adapun tujuan dari 
penelitian ini ingin melihat upaya pemerintahan Kota Metro ini dalam 
menjadikan berhasilnya Pilar 1 dan 2 dan faktor apa saja yang 
menyebabkan tidak tercapainya program STBM pada pilar 3 hingga 
ke 5 di Pemerintahan Kota Metro. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
atau bisa dikenal dengan STBM adalah sebuah program yang dibuat 
pemerintah untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi dengan 
melibatkan serta memberdayakan masyarakat dengan metode berupa 
pemicuan. Di dalam program STBM ini terdapat 5 pilar STBM antara 
lain tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, 
mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah 
dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman 
kelima pilar tersebut merupakan satu kesatuan kesatuan. Program 
STBM mempunyai Tujuan yaitu memfasilitasi masyarakat sehingga 
dapat mengenali permasalahan kesehatan lingkungannya sendiri , 
memfasilitasi masyarakat untuk menganalisis masalah kesehatan 
lingkungan mereka dengan metode pemicuan sehingga meninggalkan 
kebiasaan buruk mereka, serta memunculkan kemauan keras 
masyarakat untuk membuat tempat cuci tangan dirumah masing-
masing dan menciptakan lingkungan yang bersih dan higienis . 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) penelitian 
yang dilakukan dilapangan yang kemudian dipelajari secara 
mendalam mengenai keadaan latar belakang dan interkasi lingkungan 
sosial baik individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Pada 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yakni teknik 
pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan 
dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari 13 petugas kesehatan 
lingkungan tiap puskesmas . Dan terdapat responden yang terdiri dari 
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10 orang masyarakat yang diambil dari tiap kecamatan masing 
masing berjumlah 2 . Adapun metode pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari 4 (empat) faktor yang dikemukakan oleh 
George Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi dan fasilitas. 
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program 
STBM di Kota metro sudah baik karena komunikasi yang dilakukan 
pemerintah kepada masyarakat menggunakan komunikasi 2 arah, 
informasi mengalir dari pengirim ke penerima dan penerima memberi 
respon ke pengirim informasi, metode yang digunakan adalah door to 
door (pintu kepintu) dengan menggunakan kader STBM (natural 
leader) dan petugas kesling di setiap kecamatan serta melakukan 
pertemuan masyarakat dan aparat desa, Pemerintah juga memiliki 
sumber daya manusia yang mumpuni yakni petugas kesehatan 
ditempatkan di setiap kecamatan Kota Metro, sebagai bukti Pilar 1 
sudah berjalan 100% tinggal menyelesaikan pilar 2 sampai ke 5. 
Tetapi proses pembentukan nautral leader dan sumber daya anggaran 
terhambat., Oleh karena itu pemerintah harus mempercepat 
pembentukan nautral leader dan mempercepat peganggaran karena 
natural leader sangat penting dalam pelaksanaan program STBM, 
jangan menghambat sumber daya anggaran, bahan dan material serta 
monitoring secara berkala ke masyarakat terkait pelaksanaan STBM 
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A. Penegasan Judul 
Dalam langkah utama yang harus diperhatikan untuk 
menghindari hal yang tidak sesuai dan ketidak salah pahaman 
akan  judul, dalam hal ini perlu sesuatu yakni  sebuah 
penegasan judul penelitian dalam skripsi ini, supaya selaras 
dengan ketentuan dan penafsiran yang akan menimbulkan 
pemahaman akan judul ini yaitu “Implementasi Program 
Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM) (Studi di Kota Metro)”. Maka 
diperlukannya pembatasan dalam pengertian dari istilah judul 
tersebut, adapun pembatasan yang dimaksud yaitu sebagai 
berikut :  
Implementasi program Menurut Harnifah Harsono
1
 
implementasi memiliki arti melaksanakan suatu kebijakan 
menjadi sebuah tindakan kebijakan dari politik ke administrasi. 
Dalam artian pengembangan suatu kebijakan untuk 
menyempurnakan sebuah program dalam menyempurnakan 
sebuah program harus adanya penyesuaian proses interaksi 
antara tujuan dan tindakan untuk menciptakan birorkrasi yang 
efektif, Menurut Joan L.herman program adalah hal yang perlu 
di coba lakukan oleh seorang dengan mengharapkan apa yang 
dicoba tersebut akan mendapatkan hasil, program merupakan 
kegiatan yang direncakan tentunya sebuah rencana akan 
diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan dengan begitu 
keberhasilan sebuah program dapat diukur. Pencapaian sebuah 




                                                 
1 Harnifah Harsono,  Implementasi Kebijakan dan Politik, 2002, h.67 
2  Suharsimi Arikonto, Penilaian Program Pendidikan, Jakarta: PT Bina 





Sesuai dengan Perarturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat, kemudian diturunkan ke daerah masing-masing 
dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung Surat Edaran 
Gubernur Lampung Nomor : 045.2/3052/III.03/2015 Tentang 
Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
Dalam Rangka Percepatan Target Akses Universal Sanitasi 
2019 di teruskan ke pemerintah Kota Metro membentuk sebuah 
program sebagai lanjutan dari Peraturan Menteri Kesehatan No 
3 Tahun 2014 dan Surat edaran Gubernur Lampung Tentang 
Intruksi Walikota Metro No 5 Tahun 2016 tentang pelaksanaan 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat  diKota Metro dan 
dilanjutkan ke Puskesmas Se-Kecamatan Kota Metro. 
Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) adalah sebuah 
program yang dibuat oleh kementrian kesehatan, tujuan 
dibentuknya program ini adalah untuk menciptakan pola hidup 
masyarakat untuk paham dan akan sadar dengan lingkungan dan 
menjauhkan masyarakat dengan budaya perilaku masyarakat 
yang masih kurang dan sadar akan pentingnya kebersihan 
lingkungan.Menurut Azrul Anwar berpendapat bahwa sanitasi 
adalah cara dalam bentuk pengawasan kepada masyarakat yang 
berpacu pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan 
harus mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. 
Kota Metro dibentuk atas dasar Undang-undang No. 12 
Tahun 1999, yang sebelumnya berstatus Kota Administratif.  
Pertama kali terbentuk Kota Metro hanya terdiri dari dua 
kecamatan saja, yakni Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan 
Bantul. Setelah otonomi daerah kota Metro mengalami 
perkembangan yang sangat pesat, sehingga terjadi pemekaran 
kecamatan menjadi lima kecamatan, yakni Kecamatan Metro 
Barat, kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur , 
Kecamatan Metro Utara, dan Metro Selatan . Kecamatan Metro 
Barat yang semula merupakan bagian dari Kecamatan Bantul 
dan sebagian wilayah Kecamatan Metro Raya, lalu berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Metro No. 25 Tahun 2000, tentang 





menjadi kecamatan definitif. Wilayah Kecamatan Metro Barat 
meliputi empat kelurahan, yaitu Kelurahan Mulyojati. 
Kelurahan Mulyosari, Kelurahan Ganjar Agung dan Kelurahan 
Ganjar Asri. Dan total kecamatan Kota metro memiliki 5 
kecamatan dan 22 kelurahan.
3
 
Berdasarkan Penegasan judul diatas yang di maksudkan 
dalam penelitian ingin mempertegas bahwa penelitan ini guna 
mengetahui sejauh mana perkembangan program ini apakah 
sudah terelaisasi dengan baik atau belum berjalan dan peneliti 
tertarik karena program stbm ini adalah program turunan dari 
pemerintah provinsi hingga kedaerah- daerah lalu apakah 
pemerintah daerah ini mengimplementasikan program ini sesuai 
tidak dengan arahan pemerintah pusat dan juga penelitian ini 
dilakukan di kota metro ,  Maka dalam hal ini Penulis  meneliti 
Implementasi Program Pemerintah Propinsi Lampung Terhadap 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Studi di Kota 
Metro. 
 
B. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang ditulis, peneliti memberikan 
informasi berikut tentang masalah yang akan digunakan sebagai 
bahan penelitian : 
1. Fokus Penelitian 
a. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat di Kota Metro pada tahun 2019 
b. Sejauh mana program Pilar Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat ini berjalan diKota Metro 
     2.  Sub-Fokus Penelitian 
a. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Metro 
dan Puskesmas Se-Kota Metro 
 
                                                 






C. Latar Belakang Masalah 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) pada tahun 2015-2019 menyatakan tujuan dari 
pembangunan nasinal adalah untuk menciptakan universal 
accses sanitasi di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2019 . 
Universal accsess adalah terbentuknya 100% seluruh penduduk 
Indonesia terlayani akses sanitasi yang bisa dinyatakan sangat 
layak yang tentunya semua kebutuhanya di bawah naungan 
hokum dalam persiapan ketersediaan air minum dan sanitasi. 
Pada tingkatan skala Nasional naungan hokum tersebut termuat 
dalam Peraturan Presiden No.185 tahun 2014 tentang 
Percepatan akses penyediaan Air Minum dan Sanitasi. 
Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 
melalui Dirjen PP dan PL pada tahun 2014 menyatakan bahwa 
salah satu permasalahan sanitasi bukan hanya berkutat pada 
masalah pembangunan sarana dan prasarananya saja, tetapi 
permasalahan hiegienis masyarakatnya juga. Salah satu strategi 
untuk menciptakan dan meningkatkan accses sanitasi di 
kabupaten/kota bukan hanya dengan penyediaan sarana 
langsung secara fisik maupun secara non fisik tetapi harus 
berdasarkan pemberdayaan masyarakat. Tentunya 
pemberdayaan masyarakat ini sangat penting mengingat 
program ini tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya jikalau 
tidak ada kebutuhan serta kemauan dari masyarakat itu sendiri. 
 Jika menelaah pada tujuan dari program STBM yang berusaha 
untuk mewujudkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan  
lingkungan hidup, tentunya keberhasilan program ini STBM ini 
tidak luput dari peran pemerintah dibantu dengan masyrakat 
didalamnya. Maka point utama dari bentuk pembangunan dan 
masyarakat adalah terkait dengan adanya pemberdayaan 
masyarakat. 
Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau bisa 
disingkat STBM, adalah sebuah pendekatan untuk mengubah 
pola hidup masyarakat menjadi higienis melalui sebuah 





program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang telah 
dijelaskan dalam RPJMN pada tahun 2014-2019 diwajibkan 
bagi seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia mulai dari 
tangka yang rendah yakni desa, kecamatan, kabupaten dan 
provinsi untuk menjalankan program ini.  Hal ini dikarenakan 
permasalahan masyarakat akan hidup higienis dan sanitasi di 
Indonesia masih sangat banyak yang kurang hidup bersih dan 
bahkan dibeberapa kota di Indonesia masih banyak pola hidup 
masyarakat yang masih dengan pola hidup kurang bersih atau 
bisa dikatakan kotor.  
Walikota kota metro Dalam rangka pencapaian 
Universal Akses Sanitasi 2019 sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan 
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan Sustainable 
Development Goals (SDG's) ke-6 Menjamin ketersediaan dan 
pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua 
orang maka diperlukan upaya peningkatan akses masyarakat 
terhadap air minum berkualitas dan sanitasi. Salah satu strategi 
yang dapat dilakukan adalah dengan terus meningkatkan 
pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 03 Tahun 2014, Surat Edaran Menteri 
Kesehatan Nomor 132 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Surat Edaran Gubernur 
Lampung Nomor : 045.2/3052/III.03/2015 Tentang Pelaksanaan 
Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dalam Rangka 
Percepatan Target Akses Universal Sanitasi 2019, dimana salah 
satu kegiatan pokok yang penting dilakukan adalah 
mengupayakan kelurahan yang terbebas dari perilaku Buang 
Air Besar Sembarangan atau Stop Buang Air Besar 
Sembarangan/Open Defecation Free (ODF). Pencapaian 
Kelurahan Open Defecation Free dapat dilakukan secara 
terintegrasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 






1. Mewajibkan untuk memberikan dukungan penuh terhadap 
pelaksanaan program STBM di Kota Metro serta 
mengembangkan 5 pilar utama STBM. 
2. Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM) di Kota Metro sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Instruksi ini. 
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum Kedua, masing-masing Satuan 




5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat  
1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS); 
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); 
3. Pengelolaan Air Minum-Makanan Rumah Tangga (PAMM 
RT); 
4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS RT); 
5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC RT) 
 
Berdasarkan Hasil pra riset yang dilakukan oleh 
peneliti, STBM dikota metro sudah terlaksana cukup baik dan 
masih dalam pencapaian pada pilar pertama dan sebagian pilar 
kedua , sedangkan pilar selanjutnya masih dioptimalkan dan 
diharapkan semua pilar tercapai 100%. Dan terkait dengan 
srategi STBM yakni merubah pola hidup masyarakat dari 
kurang bersih menjadi lebih sehat lagi dan selalu menjaga 
kebersihan karena kebersihan ada keterkaitanya dengan dengan 
budaya masyarakat itu sendiri , budaya harus sesuai dengan 
norma ,nilai-nilai dan keyakinan individu yang ada karena 
untuk menjaga keseimbangan sosial. Dengan begitu faktor 
sosial budaya dan perilaku masyarakat sangat berpengaruh 
                                                 





terhadap program ini bahkan program kemasyarakatan, selain 
dari peran dari pemerintah terkhusus pemerintah kota metro. 
Program STBM dikota metro telah memasuki babak 
akhir dalam RPJMN 2015-2019 tetapi pelaksanaan program 
masih berjalan dan baru terlaksana pada program pilar pertama 
dan ada sebagian pilar ke 2 yang sudah terlaksana , hal ini 
sangat memberikan apresiasi pemerintah provinsi guna 
menjadikan kota metro menjadi rujukan nasional akses sanitasi 
di Indonesia. Keberhasilan pada pilar pertama menjadikan kota 
metro sebagai kota ODF (Open Defecation Free) pertama 
sesumatera yang dinobatkan pencapaian 100% sanitasi pada 
pilar pertama hal ini tentunya menjadi pendongkrak dalam 
menjalankan sebagai tindak lanjut pelaksanaan pilar yang 
lainnya walaupun dalam setiap pilar memiliki karakteristik yang 
berbeda-beda, setidaknya formula yang diterapkan pemerintah 
kota dalam pelaksanaan pilar pertama dapat dikembangkan ke 
pilar lainnya karena pemerintah kota metro memiliki target 
pelaksanaan semua pilar harus mencapai 100 % tentunya 
dengan cara yang baik dan berjalan dengan baik juga. Untuk 
mewujudkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
menuju Universal Acces 2019 tentunya Pemerintah harus 
menyelesaikan program tersebut pada tahun 2019 berikut 
adalah hasil laporan hasil pelaksanaan kegiatan STBM di 5 
kecamatan Se-Kota Metro: 
Tabel 1.1 
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan STBM di Kecamatan 
Metro Barat 2019 




1. Stop Buang Air Besar 
Sembarangan (STOP 
BABS) 
100% KK di empat 
kelurahan kecamatan 
Metro Barat 






sabun dan air mengalir Metro Barat 
3. Pengelolaan air minum 
dan makanan rumah 
tangga 
90% KK di empat 
kelurahan kecamatan 
Metro Barat 
4. Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga 
70% KK di empat 
kelurahan kecamatan 
Metro Barat 
5. Pengelolaan Limbah cair 
rumah tangga 




  Tabel 1.2 
       Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan STBM di 
Kecamatan Metro Timur 2019 




1. Stop Buang Air Besar 
Sembarangan (STOP 
BABS) 
100% KK di lima 
kelurahan kecamatan 
Metro Timur 
2. Mencuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir 
100% KK di lima 
kelurahan kecamatan 
Metro Timur 
3. Pengelolaan air minum 
dan makanan rumah 
tangga 
90% KK di lima 
kelurahan kecamatan 
Metro Timur 
4. Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga 
70% KK di lima 
kelurahan kecamatan 
Metro Timur 
5. Pengelolaan Limbah cair 
rumah tangga 








Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan STBM di Kecamatan 
Metro Utara 2019 




1. Stop Buang Air Besar 
Sembarangan (STOP 
BABS) 
100% KK di empat 
kelurahan kecamatan 
Metro Utara 
2. Mencuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir 
86% KK di empat 
kelurahan kecamatan 
Metro Utara 
3. Pengelolaan air minum 
dan makanan rumah 
tangga 
94% KK di empat 
kelurahan kecamatan 
Metro Utara 
4. Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga 
81% KK di empat 
kelurahan kecamatan 
Metro Utara 
5. Pengelolaan Limbah cair 
rumah tangga 





Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan STBM di Kecamatan 
Metro Pusat 2019 




1. Stop Buang Air Besar 
Sembarangan (STOP 
BABS) 
100% KK di empat 
kelurahan kecamatan 
Metro Pusat 
2. Mencuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir 







3. Pengelolaan air minum 
dan makanan rumah 
tangga 
90% KK di empat 
kelurahan kecamatan 
Metro Pusat 
4. Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga 
70% KK di empat 
kelurahan kecamatan 
Metro Pusat 
5. Pengelolaan Limbah cair 
rumah tangga 





Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan STBM di Kecamatan 
Metro Selatan 2019 




1. Stop Buang Air Besar 
Sembarangan (STOP 
BABS) 
100% KK di empat 
kelurahan kecamatan 
Metro Selatan 
2. Mencuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir 
90% KK di empat 
kelurahan kecamatan 
Metro Selatan 
3. Pengelolaan air minum 
dan makanan rumah 
tangga 
80% KK di empat 
kelurahan kecamatan 
Metro Selatan 
4. Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga 
70% KK di empat 
kelurahan kecamatan 
Metro Selatan 
5. Pengelolaan Limbah cair 
rumah tangga 







Berdasarkan hasil Pra penelitian pelaksanaan STBM dari 
ke 5 kecamatan tersebut menunjukan pilar 1 sudah mencapai 
100% , dikecamatan metro barat dan timur pilar ke 2 sudah 
mencapai 100% tetapi dikecamatan yang lain pilar 2 sampai 5 
masih belum berjalan optimal. Berdasarkan penjelasan dan 
uraian masalah tersebut, Peneliti tertarik ingin menyoroti terkait 
pelaksaan semua pilar STBM pada level pemerintah di kota 
metro. Untuk lebih sistematis jelas dan lebih terarah perlu 
adanya pengelompokkan dan pembatasan masalah yang tegas. 
Maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Implementasi 
Program Pemerintah Propinsi Lampung terhadap Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM), studi di kota metro. 
 
D. Rumusan Masalah 
Didasari atas latar belakang masalah tersebut penulis dapat 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Metro dalam 
menjadikan berhasilnya pelaksanaan pilar program Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat Stop Buang Air Besar (STOP 
BABS) dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada tahun 
2019? 
2. Faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya pilar 
program Sanitasi Total Berbasis Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga (PS-RT), Pengelolaan Air Minum dan 
Makanan Rumah tangga (PAMM-RT)  dan Pengelolaan 
Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT) pada tahun 2019? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
a.Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Metro dalam 
menjadikan berhasilnya pilar program Sanitasi Total 





b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tidak 
tercapainya Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di 
Kota Metro PAMM-RT , PLC-RT dan PS-RT. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
dan berguna serta menjadi referensi bagi pembaca dalam 
bidang politik sejauh mana pemerintah dan menjadikan 
masyarakat melakukan perubahan perilaku menjadi 
higienis lagi lalu diharapkan masyarakat dapat berjalan 
beriringan dalam menyukseskan program STBM serta 
mengerti bagaimana pelaksanan program ini berjalan 
dengan baik sesuai keiinginan keduanya. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Penulis; untuk menambah pengetahuan bagi 
penulis dan kedepanya dapat menjadi contoh 
menjadikan pemimpin yang memiliki integritas. 
b. Bagi Pemerintah Kota metro; Adanya penelitian ini 
semoga berguna bagi seluruh elemen instasi 
pemerintah untuk dapat melaksanakan tugasnya 
dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku di Indonesia. 
 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
    Adapun beberapa penelitian terdahulu dan guna untuk 
menghidari plagiarism peneliti telah temukan beberapa temua 
yang terkait dengan Implementasi Program Pemerntah Kota 






1. Skripsi yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah 
Pekon dalam Pelaksanaan Pilar pertama Program 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 
Kabupaten Pringsewu (Studi di Pekon Wonodadi 
dan Pekon Kediri Kecamatan Gading Rejo)”. Karya 
Robby Ahmadi, Universitas Lampung 2019”. Pada 
karya ilmiah tersebut terfokus pada Analisis peran 
pemerintah di kabupaten pringsewu dalam 
pelaksanaan pilar pertama STBM di Pekon Wonodadi 
dan Pekon Kediri apakah sudah terlaksana dengan 
baik dan terlealisasi pilar pertamanya serta sesuai 
tidak dengan arahan kepala pekon, sedangkan 
penelitian skripsi saya terfokus pada apakah semua 
program ini sudah terlaksana dengan baik bukan 
hanya pilar pertama tetapi pilar kedua hingga ke lima 
karena sesuai arahan pemerintah kota metro untuk 
menjadikan kota metro bukan hanya sebagai kota 
deklarasi rujukan pilar pertama tetapi juga harus 
dengan pilar lainya . 
2. Skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat Pilar Pertama (STOP BABS) 
di Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten 
Demak Tahun 2015” karya Nurul Siti Fatimah 
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 
Negeri Semarang 2015. Pada karya ilmiah tersebut 
terfokus pada mengkaji bagaimana Partisipasi 
masyarakat dalam penyelenggaraan STBM pada pilar 
pertama berbeda dengan skripsi saya yang menintik 
fokuskan bukan hanya pada pilar pertama tetapi 
semua pilar serta harus ada partisipasi masyarakat 
tetapi pemerintah harus ikut terjun kedalam 
masyarakat guna terlaksananya STBM secara penuh 
dan total sesuai arahan pemerintah pusat. 
Fokus penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian 





untuk sebagai panduan peneliti melakukan penelitian terhadap 
Implementasi program pemerintah Propinsi Lampung terhadap 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM studi di Kota Metro. 
Tujuan dari penelitian ini adalah guna untuk mengetahui sejauh 
mana mana pelaksanaan STBM dikota metro dan apakah sudah 
mencapai target yang diharapkan pada tahun 2019 yakni 100% 
semua pilar berhasil dilaksanakan atau masih ada yang masih 
kurang dan jikalau masih ada yang kurang faktor apa saja yang 
menyebabkan tidak tercapainya semua pilar STBM ini dikota 
metro. 
 
H. Metodologi Penelitian 
Metode adalah sebuah cara yang sesuai dengan prosedur yang 
berguna untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-
langkah secara sistematis.
5
 untuk mencapainya sebuah langkah 
penelitian harus sesuai dengan metode yang ada untuk berfungsi 
supaya penelitian dapat berjalan dengan sistematis dan sesuai 
dengan apa yang diharapkan. Untuk memperoleh data yang 
diperlukan guna menunjang penilitian, maka peneliti nantinya 
akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
1.   Pendekatan Penelitian 
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
yaitu penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang 
meneliti fenomena sosial ataupun permasalahan manusia. 
Pada pendekatan ini membuat suatu gambaran yang 
kompleks, peneliti meneliti kata-kata, meneliti laporan dari 
pandangan responden kemudian dilakukan studi sehingga 





                                                 
5  Usman Husain, Purnomo Stiady,Amar,Metodologi Penelitian Sosial, 
Jakarta:Bumi aksara, 2001, H.42 
6 Marwadani, Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Analisis Data 





2.   Jenis dan Sifat Penelitian 
a.    Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan 
dilapangan yang kemudian dipelajari secara mendalam 
mengenai keadaan latar belakang dan interkasi lingkungan 
sosial baik individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. 
Penelitian lapangan pada hakikatnya ialah metode yang 
digunakan untuk mendapatkan realitas atau fakta yang 
berlangsung di lingkungan masyarakat atau kelompok 
lembaga. Dalam proses penelitian ini mengangkat data, 
informasi terkait Implementasi Program Pemerintah 
Provinsi Lampung Terhadap Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (STBM) (Studi di Kota Metro) 
b.   Sifat Penelitian 
   Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menyajikan dan 
memberi gambaran dalam bentuk narasi atau rangkaian 
cerita atau kalimat yang merupakan referentasi hasil 
wawancara, observasi dan studi dokumen
7
. Pada 
penelitian deskriptif hasil penelitian bersifat fakta 
disajikan sesuai kenyataan yang nampak sebagaimana 
adanya
8
. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang 
Implementasi Program Pemerintah Provinsi Lampung 
Terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 





                                                 
7 Ahmad Tohardi, Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus 
(Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019), 375. 
8 Qomariyatus Sholihah, Pengantar Metodologi Penelitian (Malang: Ub 





    3.  Sumber data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek 
dari mana data diperoleh.
9
 Peneliti menggunakan 2 sumber 
data yaitu: 
a.      Sumber data Primer 
Data primer merupakan data utama yang dicari sendiri 
oleh peneliti
10
. Data primer diperoleh langsung dari 
responden atau subjek penelitian dengan menggunakan 
instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer 
dikumpulkan untuk dapat membantu menjawab 
pertanyaan-pertanyaan penelitian dan dibutuhkan untuk 
tujuan pengambilan keputusan. Dalam penelitian dikenal 
dengan adanya sampel. Sampel dibutuhkan apabila  
peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya disebabkan 
adanya keterbatasan sebab apa yang dipelajari dari sampel 
kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. 
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 
Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang 
didasari pada pertimbangan tujuan yang telah ditetapkan 
peneliti. Pertimbangan ini maksudnya ialah orang yang 
dianggap paham tentang hal-hal yang peneliti harapkan. 
Data primer hasil wawancara diproleh dari orang yang 
terlibat secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan 
program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat seperti Kabid 
Kesehatan Masyarakat(Sri Mintati,S T), Petugas kesling di 
5 kecamatan Kota Metro Desy Eva Rohmawati, SKM dan 
Vivi Pancaryani, SKM (Metro Barat), , Sri Sulasmi,Amd, 
KI, Ety Lestari, Amd, KI, dan Lela Fitrianih, Amd, KI 
(Metro Utara), Niken Andewi, Amd. KI dan Rani Mariana, 
Amd. KI (Metro Selatan), Siswati, S.ST,  Yuni  Utami 
Susilastuti, dan Novi Yuliana Eka S (Metro Timur), 
Mardiana, Amd.KI dan Nurvita, Amd.KI (Metro Pusat), 
                                                 
9  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 
h.129 





serta Perwakilan masyarakat di setiap Kecamatan Kota 
Metro.  
b.     Sumber data Sekunder 
Data yang langsung dikumpulkan peneliti sebagai 
penunjang dari sumber pertama. Bisa    dalam   berbentuk 
data yang tersusun yang berbentuk dokumen-dokumen.
11
 
Dalam hal ini Data sekunder merupakan data yang sudah 
jadi, atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau 
lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. 
Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.
12
 Data 
sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang 
diperoleh dari buku-buku, literatur, berbagai karya 
dokumentasi yang terkait objek penelitian dengan program 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 
  4.  Metode Pengumpulan Data 
a.  Metode Observasi 
Metode observasi dalam penelitian diartikan sebagai 
pemusatan perhatian pada sesuatu objek dengan 
melibatkan indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi 
ialah pengamatan langsung dengan menggunakan 
penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau bila 
perlu dengan pengecapan
13
. Observasi tidak hanya 
mengukur perilaku responden melainkan dapat digunakan 
juga untuk merekam fenomena yang terjadi. 
b.  Metode Wawancara 
Suatu dialog berbentuk tanya jawab yang dilakukan 
peneliti untuk mendapatkan informasi dari responden 
dinamakan wawancara. Dialog tanya jawab tersebut 
dilakukan sistematis berdasarkan tujuan penelitian dengan 
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instrumennya yakni pedoman wawancara. Wawancara 
yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu 
kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara 
terpimpin artinya meskipun dilaksanakan secara bebas 
tetapi pembicaraan dilakukan secara terpisah sehingga 
arahnya jelas walaupun fleksibel. Pada wawancara bebas 
terpimpin ini pewawancara diberi kesempatan menggali 
data dengan mengembangkan modifikasi tertentu dari 
pertanyaan yang sebelumnya telah dirumuskan
14
. 
c.  Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data 
dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik 
pengumpulannya dengan pengambilan data yang diperoleh 
melalui dokumen-dokumen ataupun arsip maka peneliti 
menggunakan dokumen berbentuk tulisan dan gambar. 
Dokumen tulisan berupa catatan, sejarah, biografi, 
peraturan, kebijakan adapun dokumen gambar dapat 
berupa foto, gambar hidup dan lainnya. Metode 






                                                 
14 Budiharto, Metode Penelitian Kesehatan (Jakarta: Penerbit Buku 






A. Kebijakan Publik 
1. Pengertian Kebijakan Publik 
 Kebijakan publik menurut Thomas R Dye, adalah 
apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak 
melakukan (public policy is whatever governments choose to 
do or not to do).
15
 Sedangkan menurut Charles O.Jones, Istilah 
kebijkan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari 
namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau 
keputusan yang sangat berbeda. Pemahaman yang diperjelas 
oleh Richard rose yakni bahwa kebijakan hendaknya dipahami 
sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak 
berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi 




 Beberapa definisi diatas merupakan berbagai macam 
bentuk dari pemikiran-pemikiran para pakar politik, akan 
tetapi definisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola 
keterlibatan pelaku kebijakan yang khusus, yaitu para individu 
atau kelompok individu yang mempunyai andil dalam 
kebijakan karena mereka memepengaruhi dan dipengearuhi 
oleh keputusan pemerintah. Sebagai contohnya pelaku 
kebijakan yakni kelompok warga negara, perserikatan 
buruh,partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih 
dan para analisis kebijakan.  
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 Sebagai rentetan kebijakan publik sangatlah banyak, 
maka dapat dikelompokkan secara sederhana menjadi tiga.
17
 
1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, 
atau mendasar 
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau 
menengah, atau kebijkan ini dapat berupa bentuk 
peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, 
Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan 
Peraturan Walikota 
3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah 
kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau 
implementasi dari kebijakan diatasnya bentuk 
kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan 
oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, 
Bupati, dan Walikota. 
Dalam definisi Thomas Dye, mengandung makna bahwa: 
pertama, Kebijakan publik tersebut dibuat badan pemerintah, 
bukan organisasi swasta. Kedua, kebijakan publik 
menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak 
dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh, ketika pemerintah 
mengetahui adanya jalan yang rusak dan dia tidak membuat 
kebijakan unttuk memperbaikinya, berarti pemerintah salah 
mengambil kebijakan . dengan kata lain semua hal yang 
pemerintah ketahui termasuk infrasruktur jalan, akan tetapi 
pemerintah tidak mencanangkan perbaikan jalan pada jalan 
disuatu wilayah tertentu maka pemerintah sudah membuat 
kebijakan. Dan sebaliknya jika pemerintah mengetahui dan 
membuat kebijakan , mengenai infrastuktur. Jalan dan 
merencanakan perbaikan serta membuat kebijakan untuk 
diperbaiki, dengan demikian pemerintah pun sudah membuat 
kebijakan. 
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2. Jenis kebijakan publik  
Dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
18
 
a. Kebijakan Publik Makro 
Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum dapat 
juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. 
Contohnya: pertama. Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945, kedua, Undang-Undang atau 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 
Ketiga, Peraturan Pemerintah, Keempat, Peraturan 
Presiden, Kelima, Peraturan daerah. Dalam 
pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat 
langsung diimplementasikan. 
b.  Kebijakan Publik Meso 
Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat 
menengah atau yang lebih dikenal dengan penjelas 
pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan 
Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, 
Peraturan Walikota, keputusan bersama atau SKB antar 
Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota. 
c.   Kebijakan Publik Mikro 
Kebijakan publik yang bersifat mikro,mengatur 
pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan pbulik 
yang diatasnya, Bentuk kebijakan ini misalnya 
peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik 
tertentu yang berada dibawah Menteri, Gubernur, 
Bupati, dan Walikota. 
3. Tahapan Kebijakan Publik 
Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan 
publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, 
legistimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi 
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kebijakan, tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang 
dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
19
 
a. Penyusunan Agenda 
Penyusunan agenda adalah sbuah fase dan proses yang 
sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam 
Proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang 
disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam 
agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan sering 
disebut juga sebagai masalah kebijakan. Penyusunan 
agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat 
urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan 
stakeholder. 
b. Formulasi Kebijakan 
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan 
kemudia dibahas oleh para pembuat kebijakan. 
Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudia 
dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan 
masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau 
pilihan kebijakan yang ada. 
c.  Adopsi Kebijakan  
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi 
pada proses dasar pemertintahan. Jika tindakan 
legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh 
kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan 
pemerintah. 
d.  Implementasi Kebijakan 
Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan 
dampak dan kinerja dari kebijakam tersebut. Disini 
akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat 
mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. 
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e.  Evaluasi Kebijakan 
Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan 
yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan 
yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. 
Dalam hal ini, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan 
pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam 
seluruh proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi 
kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-
masalah kebijakan program-program yang diusulkan 
untuk menyelesaikan masalah kebijakan implementasi, 
maupun tahap dampak kebijakan. 
 
B.  Implementasi Kebijakan Publik 
1. Pengertian Implementasi Kebijakan  
Implementasi memiliki arti sebuah pelaksanaan 
kebijakan menjadi sebuah tindakan dari kebijakan public 
ke administari serta tersusun secara matang dan terperinci 
yang memiliki tujuan untuk mentertibkan, mensejahterakan 
dan menanggulangi sebuah rencana yang mengalami 
permasalahan. Implementasi memiliki pengertian lain 
yakni sebuah bentuk pelaksanaan kebijakan yang 
diterapkan ke dalam aktivitas masyarakat serta dalam suatu 
kebijakan akan menghasilkan sesuatu yang ingin 
diharapkan. 
Menurut Ripley dan Franklin implementasi adalah 
apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 
memberikan otoritas program, kebijakan keuntungan, atau 
suatu jenis keluaran yang nyata. Implementasi mencakup 
tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para 
birokrat yang dimaksud untuk membuat program 
berjalan.
20
 Grindle memberikan pandangannya tentang 
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tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang 
memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai 
hasil dari pemerintah. 
Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky yang 
dikutip berdasarkan oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah 
Ratih Sulistyastuti implementasi mempunyai makna 
dengan beberapa yang menjadi kata kunci sebagai berikut: 
untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk 
memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam 
dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output 
sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to 
produce), untuk menyelesaikan sebuah misi yang 
diwujudkan dalam sebuah kebijakan (to complete).
21
.   
Sedangkan Hord aswell dan Abraham Kaplan 
beranggapan bahwa kebijakan publik hendaknya 
mengadung nilai-nilai seperti tujuan dan praktik-praktik 
sosial yang ada dalam masyarakat. 
Edi Suharto mengungkapkan bahwa kebijakan 
adalah suatu ketentuan yang berisi tentang prinsip-prinsip 
untuk mengarahkan cara untuk bertindak yang dibuat 
secara terencana, sistematis, dan konsisten dalam mencapai 
sebuah tujuan tertentu. Sedangkan menurut Ealau dan 
Prewitt kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku 
serta dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, 
baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya 
(yang terkena kebijakan itu).
22
 
2.  Tahapan proses Implementasi Kebijakan Publik 
1. Tahap interpretasi (Interpretation) 
Tahap interpretasi adalah tahap yang 
menjabarkan sebuah kebijakan yang Bersifat abstrak 
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ke dalam kebijakan yang lebih besifat teknis 
operasional.  Tetapi juga harus diikuti dengan 
kegiatan komunikasi kebijakan yakni sosisalisasi agar 
seluruh masyarakat (stekholders) dapat mengetahui 
dan paham apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran 
(kelompok sasaran) kebijakan tadi. Tentunya 
kebijakan ini masih perlu dikomunikasikan atau 
disosialisasikan supaya semua yang terlibat dalam 
kebijakan ini, baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap kebijakan tadi. Tidak hanya paham 
tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran 
kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan 
dapat menerima, mendukung dan bahkan 
mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi. 
2. Tahap Pengorganisasian (to organize) 
Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah 
pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa 
yang akan menjadi pelaksana sebuah bentuk 
kebijakan (penentuan siapa yang menjadi lembaga 
dan pelakunya). Penetapan anggaran (berapa besar 
anggaran yang 
diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana 
menggunakanya serta mempertanggungjawabkanya). 
Penetapan sarana dan prasarana (apa yang diperlukan 
untuk melaksanakan kebijakan), penetapan tata kerja, 
dan penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi 
pelaksana kebijakan. 
a. Pelaksaan kebijakan 
Pelaksanaan kebijakan harus bergantung kepada 
jenis kebijakan apa yang dilaksanakan. Namun 
setidaknya dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Dinas, badan, kantor, Unit pelaksanaan teknis 
(UPT) di lingkungan pemerintah    daerah 





3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
4. Masyarakat yang terlibat 
Menetapkan pelaku kebijakan tidak hanya sekedar 
menetapkan lembaga mana yang melaksanakan 
tetapi juga harus menetapkan tugas pokok, fungsi, 
wewenang, dan tanggung jawab dari masing-
masing pelaku kebijakan tersebut. 
b. Prosedur Operasi Standar (Standard Operating 
Procedurs) 
Setiap melaksanakan sebuah kebijakan tentunya 
harus ada sebuah standard operating procedurs 
(SOP) sebagai bentuk pedoman, petunjuk, 
tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan 
supaya mereka tahu apa yang perlu dipersiapkan 
dan lakukan, siapa sasaranya dan hasil apa yang 
harus dicapai dari pelaksanan kebijakan tersebut. 
c. Sumber Dana Keuangan dan Peralatan 
Sumber dan keuangan dan peralatan harus perlu 
ditetapkan berapa besar anggaran yang perlukan 
dan dari mana sumber anggaran tadi, dan peralatan 
apa yang diperlukan  untuk melaksanakan sebuah 
kebijakan. Biasanya anggaran untuk melakukan 
kebijakan tentunya sangat bergantung kepada 
macam dan jenis kebijakan yang dilaksanakan. 
Demikian pula macam, jenis, dan besar kecilnya 
peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan 
tergantung pada macam dan jenis kebijakan yang 
akan dilaksanakan. Tanpa peralatan yang cukup 
memadai tentunya efektivitas dan efisiensi dalam 
melaksanakan kegiatan akan berkurang. 
d. Penetapan Manajemen Pelaksana Kebijakan 
Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini 
perlu ditekankan pada penetapan pola 





melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila 
pelaksanaan kebijakan lebih dari satu lembaga 
(pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pada 
kepemimpinan yang digunakan. Apakah 
menggunakan pola kolegal, atau ada salah satu 
lembaga yang ditunjuk sebagai coordinator. Bila 
ditunjuk salah satu di antara pelaku kebijakan 
untuk menjadi coordinator biasanya lembaga yang 
terkait secara erat dengan pelaksanaan kebijakan 
yang diberi tugas sebagai leading sector bertindak 
sebagai coordinator dalam pelaksanaan kebijakan 
tersebut. 
e. Penetapan Jadwal Kegiatan 
Agar kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi baik 
tentunya harus ada penetapan pelaksanaan 
kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini 
penting, tidak saja dijadikan sebuah pedoman 
dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus 
dapat dijadikan sebagai standard untuk menilai 
kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat 
dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan. 
f. Tahap Aplikasi (Application) 
Merupakan tahap penerapan rencana proses 
implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. 
Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari 
pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam 
tahapan yang disebutkan sebelumnya.
23
 
3. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses 
Implementasi 
 Di dalam sebuah studi kebijakan publik terdapat 
banyak sekali model implementasi, diantara model 
implementasi kebijakan publik Van Meter, Edward III, 
Grindle, dan Mazmanian dan Sabatier.  
                                                 





1. Model Implementasi Edward III 
Model Edward menyatakan ada 4 faktor atau 
variable yang sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan atau kegagal sebuah proses 
implementasi sebuah kebijakan. 4 variable atau 
factor tadi antara lain meliputi variable atau factor 
communication, sumber daya resources, fasilitas 
dan disposisi. 
a.   Faktor Komunikasi (communication) 
Komunikasi dijelaskan sebagai bentuk 
proses penyampaian informasi komunikasi 
kepada komunikan. Komunikasi kebijakan 
dapat diartikan menjadi proses penyampaian 
informasi kebijakan dari pembuat kebijakan 
kepada pelaksana kebijakan. Informasi 
kebijakan publik perlu disampaikan kepada 
pelaku kebijakan supaya pelaku kebijakan 
dapat mengetahui, dan memahami apa yang 
perlu menjadi isi, tujuan, arah , dan 
kelompok sasaran kebijakan supaya para 
pelaku kebijakan dapat mempersiapkan 
secara matang apa saja yang harus 
dipersiapkan dan lakukan untuk 
melaksanakan kebijakan publik agar yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat 
dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 
b. Sumber Daya (Resource) 
          Faktor Sumber Daya memiliki peran yang 
penting dalam implementasi kebijakan, 
Sumber daya mencangkup artian yang luas 
yakni mencangkup ke dalam sumber daya 
manusia, sumber daya anggaran, sumber 






c. Sumber Daya Manusia 
Edward III menegaskan bahwa sumber daya 
manusia harus cukup dari jumlah dan cakap 
dalam keahlianya, dengan demikian sumber 
daya manusia dalam implementasi kebijakan 
disamping harus cukup juga harus memiliki 
keahlian dan kemampuan untuk 
melaksanakan sebuah tugas, anjuran, serta 
perintah dari atasan (pimpinan), Sumber 
daya manusia harus ada ketepatan dan 
kelayakan antara jumlah petugas yang 
dibuthkan dan keahlian yang dimiliki harus 
sesuai dengan tugas pekerjaan yang ingin 
ditangani menyebabkan kualitas pelayanan 
pada publik yang harus diberikan kepada 
masyarakat juga terbatas. 
    d.  Fasilitas 
  Fasilitas fisik merupakan faktor penting 
dalam implementasi kebijakan.        
Implementor mungkin mempunyai staf yang 
mencukupi dan kompeten, tetapi tanpa 
adanya fasilitas pendukung seperti sarana 
dan prasarana, maka implementasi kebijakan 
tersebut tidak akan berhasil. 
e.    Disposisi 
Disposisi ialah watak dan karakteristik yang 
dimiliki oleh implementor seperti kejujuran, 
komitmen dan demokratis. Disposisi atau 
sikap para pelaksana merupakan faktor 
penting dalam implementasi kebijakan. Jika 
implementasi kebijakan ingin berhasil secara 
efektif dan efisien, maka para pelaksana 
kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang 
harus mereka lakukan namun juga harus 









    4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
     a.  Pengertian STBM 
      Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah 
pendekatan, srategi dan program untuk merubah 
perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan 
masyarakat dengan metode pemiciuan. Perilaku hygiene 
dan sanitasi yang dimaksud antara lain tidak buang air 
besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun 
megelola air minum dan makanan yang aman, 
mengelola sampah dengan besar dan mengelola limbah 
cair rumah tangga dengan aman. Perilaku tersebut 
merupakan rangakaian kegiatan sanitasi total. 
Selanjutnya rangkaian perilaku tersebut disebut sebagai 
pilar STBM, kelima pilar tersebut merupakan satu 
kesatuan kegiatan namun perlu diprioritaskan pilar 
mana yang paling mendesak prioritas berdasarkan 
kriteria: 1) luasnya akibat (dampak) yang ditimbulkan 
oleh prilaku itu, 2) kemampuan masyarakat untuk 
menanggulangi, 3) keterdesakan untuk ditanggulangi, 
4) keterdesakan , akibat yang akan timbul apabila 
persoalan tidak segera ditanggulangi. 
STBM dilaksanakan melalui pemberdayaan 
masyarakat dimana masyarakat sadar, mau dan mampu 
untuk melaksanakan sanitasi total yang diambil dari 
dirinya sendiri. Bukan melalui paksaan. Melalui cara itu 
diharapkan perubahan perilaku tidak terjadi pada saat 
pelaksanaan program melainkan berlangsung 
seterusnya. 
Metode yang digunakan dalam STBM adalah 
metode pemicuan. Metode pemicua ini dilaksanakan 
oleh tim fasilitator dengan cara memicu masyarakat 
                                                 





dalam lingkup komunitas terlebih dahulu untuk 
memperbaiki sarana sanitasi sehingga tercapai tujuan 
dalam hal ini memperkuat budaya perilaku hidup bersih 
dan masyarakat serta mencegah penyakit berbasis 
lingkungan. Factor-faktor yang harus dipicu antara lain 
rasa jijik, rasa malu, takut sakit, aspek agama, privacy, 
dan kemiskinan. Setelah pemicuan factor tersebut 
terlaksana, dibentuklah komite dan komunitas tersebut. 
Komite dibentuk agar apa rencana aksi dari masyarakat 
yang terpicu dapat berjalan dengan baik. Selain itu 
monitoring dari tim fasilitator juga harus ditetapkan. 
b. Tujuan dari program STBM  
1.  Memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat 
dapat mengenali permasalahan kesehatan 
lingkungannya sendiri 
2. Memfasilitasi masyarakat untuk mengalisis masalah 
kesehatan lingkungan mereka dengan memicu 
perasaan jijik, malu, takut sakit, dan lain sebagainya 
sehingga muncul kesadaran untuk merubah 
perilakunnya kearah perilaku hidup bersih dan sehat 
dengan meninggalkan kebiasaan buruk yang tidak 
ramah lingkungan. 
3.  Memunculkan kemauan keras masyarakat untuk 
membangun tempat cuci tangan di rumah masing-
masing dan menciptakan lingkungan yang bersih 
dan higienis. 
Dalam program ini masyarakat dilibatkan dalam 
suatu aktivitas. Keadaan ini dapat memberi stimulus, 
sehingga terjadi partisipasi. Partisipasi selanjutnya 
menimbulkan interaksi antar anggota masyarakat 
sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan pada dirinya 
sehingga timbul kesadaran tentang kedaan dirinya 
tersebut atau terjadi realisasi. Kesadaran atau 
realisasi inilah yang kemudian menimbulkan 





mengubah keadaanya yang jelek menjadi baik. 
Keadaan inilah yang menunjukkan motif pada diri 
seorang telah terbentuk. atas dasar motif inilah yang 
akan terjadi perubahan perilaku. 
Prinsip dari program nasional STBM antara lain 
non-subsidi, kebersamaan, keberpihakan terhadap 
kelompok miskin, keberpihakan pada lingkungan, 
prinsip tanggap kebutuhan, kesetaraan jender, 
pembangunan berbasis masyarakat, dan 
berkelanjutan. 
c.  Pilar STBM 
STBM adalah sebuah pendekatan untuk 
memperbaiki kesehatan lingkungan masyarakat, 
mengubah perilaku higienis dan saniter melalu 
pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. 
 STBM mempunya 5 indikator kesehatan lingkungan 
(pilar): 
a.  Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) 
Stop buang air besar sembarangan adalah kondisi 
setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi 
melakukan perilaku buang air besar sembarangan 
dan menggunakan jamban ramah lingkungan (tidak 
dibuang dipermukaan tanah atau badan air). 
b.  Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 
 Cuci tangan pakai sabun adalah perilaku cuci tangan 
menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun 
pada waktu yang tepat. 
c.  Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah 
tangga (PAMM-RT) 
 Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga 
(PAMM-RT) adalah suatu proses pengelolahan, 
penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air 





keperluan oral lainnya. Tujuan dari pilar ketiga 
adalah untuk mengurangi kejadian penyakit yang 
ditularkan melalui air minum dan makanan. 
d.  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS-RT) 
 Pengelolaan sampah rumah tanggan adalah proses 
pengelolaan sampah dengan aman pada tingkat 
rumah tangga dengan mengedepankan prinsip 
mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang. 
Pengelolaan sampah yang aman adalah 
pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan pendaur 
ulangan atau pembungan dan material sampah 
dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan 
dan lingkungan. 
e.  Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT) 
 Pengelolaan limbah cair rumah tangga adalah proses 
pengelolaan limbah cair yang aman pada tingkat 
rumah tangga untuk menghindari terjadinya 
genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan 
penyakit berbasis linngkungan. 
`d. Tangga Perubahan Perilaku STBM   
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